
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI-/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTTRIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL

NOMORKEP  /SES/HK/O2/2O2O

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PINGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INTORMASI PEMBAYARAN
(SIMBAR) TAHUN 2O2O

KEMENTf,RIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTTRIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menirnbang a.

b.

c.

d.

bahwa dalam rangka untuk mempermudah dan ntempercepat
proses wncairan anggatan di Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional penyajian data dan infornusi yang akurat, dibutuhkan
suatu pen8erubangan apllkasi sistem informasi pembayaran

Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan

P er enc anaan P emb angunan Nasional ;

bahwa dalam rangka untuk mempermudah penyajian dala dan

informasi yang berkaitan dengan penagihan anggaran Rupiah

Murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2O2O;

bahwa berdasarkan pertir-nbang an sebagaimana dimaksud dalarn

huruf a dan b, perlu membentuk Tim Pengembangan Aplikasi

Sistem Informasi Pembayaran (SIMBA0 Tahun 2020 Kementeriatr

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

bahwa pejabat dan pegawai yang nanlanya tercantunl dalanl

l,ampiran Keputusan ini dianggap mampt dan memenuhi

persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tug as sebagai anggota

Tim Pengernbangan Pengembangan Aplikasi Sistem lnforntasi

Penrbayaran (SIMBAR) 2020 Kenlenterian Perencanaalt

Pembangunarr . ..

fesasyifa@ymail.com
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Mengingat

Penrbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.

: 1. Undang-Undang Nonror 20Tahun 2019 lenlang Anggiaran

Pendapatzn dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O (l*ntbarun
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan
l-ernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 641O);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahtn 2013 tentang Tata Caru
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3, Peratutan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian

P er encanan Pembangunan Nasional;

4. Petaturan Presiden Nonror 66 Tahun 2075 tentanS Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaintana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2076;

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik;

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2O19 tentang Organisasi

Kementerian NeSara;

7. Peralvran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nonlor 5 Tahun 2016
tentanS Perencanaan, Pelaksan aan, Pelapotan, Pemantauan dan

Evaluasi KeSiatan dan Anggaran;

8. Peraturan Menteri Perellcanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Percncanaan Nasional Nomor 7 Tahun 2O77, Perubahan

atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembagunan Nasional Nomor
4 Tahun 2076 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perencanaan Penrbangunan Nasional/Badan Perncanaan

Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Menteri Keuan8an Nonlor 178/PMK.O5/2O78,
pe.rubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
19O/PMK.OS / 2072 tentansTata Cara Pentbayatan Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negam;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2O19 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2O2O;

11. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No 24/PB/2O06
tentang pelaksanaan Pellyusunan [aporarl;

MIMUTUSKAN...
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Meuetapkan

PETIAMA

KEDUA

KEEMPAT

MEMI]Tt]SKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS T]TAMA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN APLIKASI SISTTM INFORMASI
PEMBAYARAN (SIMBAR) TAHUN 2O2O KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL.

Membentuk Tim Pengembangan Aplikasi Sistem lnformasi
Pembayaran (SIMBAD Tahun 2O2O Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badans Perencanaan Pembangunan Nasional
untuk selanjutnya disebut Tim Pengembangan Aplikasi Sistem
Informasi Pembayaran (SIMBAR) Tahun 2O2O Kemetrterian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pet'encattaan
Pen'rbangunan Nasional dengan susunan keangSotaan sebagait.nana
tercantum dalan lantpiran Keputusan ini;

Tim Pengembangan terdiri atas PenanggungJawab dan Tim Pelaksana;

Penanggung Jawab bertuSas memberikan arahan kebijakan,

mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan merrtberi

saran pemecahan atas permasal ahan pelaksanaan ke9iatan;

Tim Pengembangan hrtuSas:

a. mendata dan menginventarisasi pen1gvnaan aplikasi Sistem

Informasi Pen'rbayaran (SIMBAR) oleh Pejabat Pembuat Komitmen
dilingkungan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2O2O;

b. nrengidentifikasi permasalahan dan hambatan proses Wnggunaan
aplikasi Sistem Informasi Pembayaran (SIMBAR) ;

c. melakukan analisis data proses penS8unaan aplikasi Sistem

Informasi Pembayaran (SIMBAR) dilingkungan Kementerian
PPN/Bappenas;

d. nrelakukan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pen'tbayaran
(SIMBAR) Tahun 2O2O;

e. mengadakan rap^t secara periodik dengan pihak-pihak lain yang
terkait;

f. berkoordinasi terkait kebijakan pencairan anggaran secarz intensif
dengan KPPN Jakarta ll dan KPPN Khusus Pinjaman/Hibah; dan

g. nrelaporkan hasil pelaksana an kegiatan Pengembaugan Aplikasi
Sistem Infornrasi Pembayaran (SIMBAR) Tahun 2O2O kepada

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Petencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab
Kegiatan.

KEI,IMA

KETIGA



KELIMA

KEENAM
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: Segala biaya yang diperlukan dalam rungka pelaksanaan lugas Tim

Pengembangan Aplikasi Sistem lnformasi Pembayaran (SIMBAR)

Tahnn 2O2O dlbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggarun 2O2O.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak

tanggal 2 Januai 2O2O

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SDKRETARIS T]TAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.
HIMAWANHARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

.,..

RR. Rita Erawati
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SALINAN
LAMPIP.A,N
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN,/
SEKRETARIS I,'TAMA BAPPENAS
NOMOR KEP. 19 /SES/HKiO2/2O2O
TANGGAL 28 FEBRUARI 2O2O

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGEMBANGAN APLIKASI SISTI,M INTORMASI PEMBAYARAN (SIMBAR)

TAHI.JN 2O2O

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

A. PENANGGUNGJAWAB Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas

B. TMPELAKSANA
Ketua
Sekretaris

Anggota

SEKPdTARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/
SEKRETARJS T]TAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,

ttd.
.. HIMAWAN HARIYOGA)allnan sesuar oengan astlnya

Kepala Biro Hukum
./.

jE-
RR. Rita Erawati

: Kepala Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas
: Kepala Bagian Verifikasi Anggaran Kementerian

PPN/Bappenas
: 1. Kasubbag Pelaporan Pembayaran,

Kementerian PPN/Bappenas;

2. Kasubbag Pengujian Perintah Pembayaran,
Kementerian PPN/Bappenas;

3. Nuryanto, SE, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Henri Yusuf Hasibuan, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Mujiyatno, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Kabul Adi Cahyono, Kementerian
PPN/Bappenas;

7. Heryantono, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Tomi Bachtiar, Kementerian PPN/Bappenas;

9. Suwardi, Kementerian PPPN/Bappenas;

10. Rony Komala Winotq S.Kom, Kementerian
PPN/Bappenas;

1 1 . Faried Zamachsad, Direktorat Sistenl
Infornrasi dan Teknolqgi Perbendaharaan,
Kenlenlerian Keuangan;

12. Aditya Wisnu Pradana, KPPN Jakarta II,
Kementerian Keuangan.


